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PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-
Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis
sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : Analisis
Hukum Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022)

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan
bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti
studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima
kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor,
Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan
Sekertaris Program Studi S2 Ilimu Hukum, yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya
menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 lImu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil
Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D (Dosen Pembimbing [) dan Bapak Dr.lbnu
Affan,SH.,M.Hum.. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan
bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan
proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis

ini.



Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan
kepada Bapak/lbu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan
studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada
pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari
awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis
kehadirat Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak
anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi
penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa
juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis,
semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepda semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya,
penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME
membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi
penulis dan pembaca.

Medan,  Juli 2023

Penulis

Jafar Ahmad
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PUTUSAN
Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir

Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : WILDRI SAPUTRA panggilan
IWIL bin JUSMAN;

Tempat Lahir . Dusun Baruy;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/14 Agustus 1995;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan . Indonesia;

Tempat Tinggal . Koto Nan IV Nagari Pelangai,
Kecamatan Ranah Pesisir,

Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan . Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022 dan berada
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Maret 2022
sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi Undang-Undang; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022
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Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 2 Agustus 2022 sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wildri Saputra panggilan iwil bin Jusman telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“‘Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”,
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildri Saputra panggilan iwil bin
Jusman dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 4 warna hitam putih;

- 1 (satu) helai sprei warna kuning muda bermotif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit minibus Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor
Polisi BA 1954 GC;

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nomor Polisi BA 1954 GC atas
nama Mastia Harahap;

Dirampas untuk Negara;
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildri Saputra
NIK 1301021408950001;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wildri Saputra panggilan Iwil bin

Jusman;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsa Maulani
Putri;

- 1 (satu) helai celana panjang merek Jeans warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih polos;

- 1 (satu) helai baju manset lengan panjang warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif
kotak-kotak;

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu.

Dikembalikan kepada Anak Korban Marsa Maulani Putri panggilan

Marsa;

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor
73/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 23 Agustus 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wildri Saputra panggilan iwil bin Jusman tersebut
diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan
persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menetapkan barang bukti berupa:
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- 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 4 warna hitam putih;

- 1 (satu) helai sprei warna kuning muda bermotif kotak-kotak;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildri Saputra
NIK 1301021408950001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit minibus Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor
Polisi BA 1954 GC;

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nomor Polisi BA 1954 GC atas
nama Mastia Harahap;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsa Maulani
Putri;

- 1 (satu) helai celana panjang merek Jeans warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih polo;

- 1 (satu) helai baju manset lengan panjang warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif
kotak-kotak;

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;

Dikembalikan kepada Anak Korban Marsa Maulani Putri panggilan

Marsa;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor
169/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 5 Oktober 2022 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

- Menerima permohonan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor
73/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 23 Agustus 2022 yang dimintakan

banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan
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terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wildri Saputra panggilan Iwil bin Jusman
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan
dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit unit handphone merek Redmi Note 4 warna hitam
putih;

- 1 (satu) helai sprei warna kuning bermotif kotak-kotak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit minibus Toyota Calya warna abu-abu metalik Nomor
Polisi BA 1954 GC;

- 1 (satu) lembar STNK Toyota Calya Nomor Polisi BA 1954 GC
atas nama Mastia Harahap;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsa

Maulani Putri;

- 1 (satu) helai celana panjang merek Jeans warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih polos;

- 1 (satu) helai baju manset lengan panjang warna hitam;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam bermotif
kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Anak Korban Marsa Maulani Putri panggilan

Marsa;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 7444 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.K/2022/PN
Pnn juncto Perkara Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Pnn juncto Perkara Nomor
169/Pid.Sus/2022/PT PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan
Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022,
Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2022 dari Penuntut
Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut sebagai
Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan
pada tanggal 1 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Pesisir Selatan pada tanggal 12 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2022 serta
memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan
pada tanggal 1 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena
judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, judex facti telah
mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana

yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
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2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan
Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa
Terdakwa terbukti beberapa kali menyetubuhi Anak Korban Marsa
Maulani Putri panggilan Marsa yang saat kejadian masih berumur 14
(empat belas) tahun dan Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa
karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan menikabhi
Anak Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban hamil 6
(enam) bulan (24 (dua puluh empat) minggu) dan selaput daranya tidak
utuh sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor
VER/21/INRSUD-PS/2022 tanggal 7 Maret 2022. Dengan demikian,
perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana
melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan judex facti;

3. Bahwa alasan kasasi Penunutut Umum selebihnya tidak dapat
dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan
juga merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal-hal tersebut menjadi
wewenang judex facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat
kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata
pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan
ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
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Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI
— Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tersebut;
— Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H.,
M.H., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Suharto, S.H., M.Hum.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ Soesilo, S.H., M.H. ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001
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